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ABSTRACT
Mangrove utilization as raw material for charcoal by the people of  Batu Ampar was classified as illegal action, since the raw 
materials were taken from protected forests. Conversely, the existence of  production forest and Community-based Plantation Forest 
(HTR) schemes have not become a solution to these problems. The aim of  the research is to determine the history of  utilization permit 
of  mangrove forests as a source of  raw material for charcoal by community and to analyze the constraints of  the HTR policy 
implementation in Batu Ampar. This research was using quantitative and qualitative approaches. The results showed that the efforts 
to legalize business by community had been undertaken several times, but often collide with policies related to the dynamics of  change in 
the status and functions of  forest area in Kubu Raya District. Barriers to implementation of  the HTR were: (1) mangrove forest 
which have potential for mangrove utilization as charcoal's raw material  was still constrained with its status and function as Protection 
Forest; (2) lack of  community knowledge on the regulations; (3) low quality human resources and the absence of  strict sanctions; and 
(4) most of  the tasks and functions of  government agencies have not been implemented.
Keywords: Policy implementation; mangrove forest; mangrove charcoal; HTR.
ABSTRAK
Pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di Batu Ampar tergolong ilegal. Bahan 
bakunya berasal dari hutan lindung (HL). Di sisi lain, keberadaan hutan produksi (HP) dan skema Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) yang telah disediakan oleh pemerintah belum juga menjadi solusi atas permasalahan 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perijinan pemanfaatan hutan mangrove sebagai 
bahan baku arang oleh masyarakat dan menganalisis hambatan implementasi kebijakan HTR di Batu Ampar. 
Penelitian menggunakan analisis deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya 
legalisasi pengelolaan hutan mangrove dan usaha arang bakau oleh masyarakat telah beberapa kali dilakukan, 
namun terbentur dengan dinamika proses kebijakan yang berkembang terkait status dan fungsi kawasan hutan 
mangrove di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami perubahan fungsi dari HP menjadi HL. Hambatan 
implementasi HTR yaitu terutama disebabkan oleh: (1) hutan mangrove yang potensial untuk pemanfaatan 
mangrove sebagai bahan baku arang bagi masyarakat masih terkendala dengan status dan fungsi kawasan sebagai 
HL; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat pengrajin arang terhadap isi peraturan akibat tidak adanya sosialisasi; 
(3) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengrajin arang dan tidak adanya pemberian sanksi tegas; 
serta (4) sebagian besar tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait belum dilaksanakan.
Kata kunci: Implementasi kebijakan; hutan mangrove; arang bakau; HTR
74
Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 2, Agustus 2016: 73-84
I. PENDAHULUAN
Luas hutan mangrove di wilayah Kecamatan 
Batu Ampar adalah 61.001,60 ha (61,29% dari luas 
total kawasan hutan mangrove Kabupaten Kubu 
Raya).  Dari luasan ini, kerusakan hutan mangrove 
di Kecamatan Batu Ampar mencapai 35,43%, 
yaitu 3,71% berada dalam kondisi rusak berat; 
0,92% rusak ringan; dan 30,80% memiliki 
produtivitas rendah (Bappeda, 2011). Kondisi ini 
terkait erat dengan kegiatan produksi arang bakau 
oleh masyarakat yang hingga saat ini tergolong 
ilegal karena tidak mengantongi izin pemanfaatan.
Praktik pemanfaatan mangrove untuk arang 
di Kecamatan Batu Ampar terkait erat dengan 
sejarah status kawasan yang sebelumnya merupa-
kan hutan produksi. Potensi kayu mangrove 
sebagai bahan baku arang pada kawasan tersebut 
telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun 
temurun, terutama masyarakat di Desa Batu 
Ampar. Pada tahun 1982, berdasarkan Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK), kawasan hutan 
produksi yang dimanfaatkan sebagai sumber 
bahan baku arang oleh masyarakat diubah menjadi 
hutan lindung. Sejak saat itu, praktik ini menjadi 
ilegal karena pemanfaatan kayu dari kawasan 
hutan lindung tidak dibolehkan. Praktik ini terus 
berlangsung hingga sekarang dan cenderung sulit 
dihentikan. Uji coba pengelolaan hutan mangrove 
oleh masyarakat untuk bahan baku arang pernah 
dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan 
Pengembangan (LPP) Mangrove, namun banyak 
kendala yang dihadapi untuk dapat mengim-
plementasikannya (Prasetiamartati, et al., 2008). 
Terbitnya PP Nomor 6 tahun 2007 membuka 
peluang pemanfaatan hasil hutan kayu termasuk 
mangrove, salah satunya melalui program Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR). Namun, kenyataannya, 
peraturan ini pun pada tataran implementasinya di 
lapangan ternyata tidak mudah diakses oleh 
masyarakat yang ingin memperoleh legalitas 
bahan baku untuk usaha arang mereka.
Kebijakan merupakan serangkaian tindakan 
yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh peme-
rintah yang memiliki tujuan atau tidak dilaksana-
kan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau 
berorientasi pada tujuan tertentu demi kepen-
tingan masyarakat (Islamy, 2007). Pada dasarnya 
suatu kebijakan publik adalah aksi atau usulan aksi 
pemerintah yang mengatur pencapaian tujuan atau 
sasaran yang diinginkan (Ikelegbe, 2006). 
Implementasi kebijakan menggambarkan suatu 
proses perubahan yang kompleks di mana 
keputusan pemerintah ditransformasikan ke 
dalam program, prosedur, regulasi, atau praktek 
yang ditujukan pada per-baikan sosial (DeGroff  & 
Cargo, 2009). Pada tahap implementasi kebijakan, 
beberapa hal sering menjadi kendala sehingga 
suatu kebijakan tidak dapat diimplemen-tasikan.
Kegagalan implementasi merupakan akibat 
dari beberapa faktor; kebijakan itu sendiri, 
pembuat kebijakan, atau lingkungan di mana 
kebijakan itu dibuat (Makinde, 2005). Maarse 
dalam Hoogerwerf  (1983) mengemukakan bahwa 
ada empat faktor yang memengaruhi imple-
mentasi kebijakan, yaitu: a) isi kebijakan; b) 
informasi; c) dukungan; dan d) pembagian 
potensi. Keempat aspek ini dapat digunakan 
untuk mengukur implementasi suatu kebijakan di 
lapangan. Isi kebijakan dapat menghambat 
pelaksanaan karena mengandung isi yang masih 
samar terkait dengan tujuan yang tidak cukup 
terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, 
atau program-program kebijakannya yang masih 
terlalu umum, atau bahkan sama sekali tidak ada. 
Implementasi kebijakan juga akan sulit jika 
terdapat gangguan pada stuktur komunikasi yang 
dapat mengakibatkan informasi baik antar 
pelaksana dan antara pelaksana dengan objek 
kebijakan justru tidak ada. Suatu kebijakan akan 
sulit dilaksanakan jika pada tahap implemen-
tasinya tidak cukup memperoleh dukungan untuk 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Struktur organi-
sasi pelaksana dapat mengakibatkan masalah jika 
pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang 
disesuaikan dengan pembagian tugas. Struktur 
organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan 
masalah-masalah apabila pembagian tugas atau 
ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan 
yang kurang jelas.
Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengetahui 
sejarah perijinan pemanfaatan hutan mangrove 
untuk bahan baku arang oleh masyarakat di 
Kecamatan Batu Ampar; dan (ii) mengidentifikasi 
faktor penghambat implementasi kebijakan HTR 
pada pemanfaatan hasil hutan kayu mangrove 
sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di 
Kecamatan Batu Ampar.
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II.  METODE PENELITIAN
A.  Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 
Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi 
Kalimantan Barat. Penelitian dilaksanakan selama 
7 (tujuh) bulan, mulai Nopember 2014 sampai 
dengan Mei 2015.
B.  Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui 
kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah 
informan kunci, terdiri dari wakil pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, wakil dari anggota 
legislatif, wakil pemerintah desa, tokoh masya-
rakat dan masyarakat pengrajin arang bakau 
(pencari kayu, pemilik dapur arang dan buruh 
dapur). Pemilihan informan sebagai sumber data 
dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
purposive sampling. Pemilihan informan ber-
dasarkan keputusan unit contoh atau informan 
mana yang dapat membantu investigasi, yaitu 
orang yang dianggap paling mengetahui data dan 
memiliki informasi yang diharapkan (Adler & 
Clark, 2011; Sugiyono, 2012). Pengumpulan data 
tentang kebijakan dan peraturan serta penunjang 
lainnya dilakukan dengan melakukan penelusuran 
dokumen dan kajian literatur.
C.  Analisis Data
Data hasil wawancara dianalisis secara 
deskriptif  kualitatif  dengan penekanan pada 
pemahaman dinamika internal dalam peman-
faatan hutan mangrove untuk bahan baku arang 
oleh masyarakat serta mencari pengertian lebih 
mendalam terhadap simbol-simbol interaksi yang 
digunakan dalam wawancara (Raco, 2010). 
Metode analisis deskriptif  menurut Sugiyono 
(2011) adalah “metode yang digunakan untuk 
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian 
tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih 
luas”. Dengan demikian metode analisis deskriptif  
dalam penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan 
hambatan/penyebab yang teridentifikasi sehingga 
belum memanfaatkan peluang pemanfaatan hutan 
sebagaimana disediakan oleh PP Nomor 6 tahun 
2007. 
Analisis implementasi kebijakan mengguna-
kan pendekatan empat faktor yang memengaruhi 
implementasi kebijakan menurut Maarse dalam 
Hoogerwerf  (1983); yaitu isi peraturan, informasi, 
dukungan masyarakat dan pembagian wewenang 
dan tanggung jawab.
Analisis untuk mengetahui tingkat penge-
tahuan terhadap peraturan perundang-undangan 
menggunakan analisis deskriptif  kuantitatif, 
dilakukan terhadap aparat pemerintah sebagai 
pihak pelaksana dan masyarakat sebagai 
kelompok sasaran kebijakan. Analisis meliputi 
pengetahuan terhadap tiga aspek, yaitu: (1) 
persyaratan dan mekanisme perijinan; (2) hak dan 
kewajiban; dan (3) larangan dan sanksi. Tingkat 
pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori 
berdasarkan jumlah aspek yang diketahui, yaitu: 
baik (3 aspek), cukup (2 aspek), dan kurang (paling 
banyak 1 aspek) (Muhammadiyah, 2014). 
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Perijinan Pemanfaatan Mangrove 
sebagai Bahan Baku Arang oleh Masya-
rakat di Batu Ampar 
Praktek pemanfaatan kayu mangrove yang 
berasal dari kawasan hutan lindung di Kecamatan 
Batu Ampar tidak terlepas dari sejarah 
pemanfaatan dan proses dinamika kebijakan 
terkait perubahan status kawasan hutan lindung 
yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat 
(Gambar 1). Pemanfaatan hutan mangrove yang 
dilakukan masyarakat di Desa Batu ampar telah 
terjadi sejak tahun 1906. Sekitar tahun 1945 – 
1965, hak pengelolaan hutan mangrove untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku arang terus 
berlanjut dengan terbitnya surat ijin dari 
Pemerintah Daerah Pontianak dalam bentuk Ijin 
Pemilikan Dapur Arang dan Pengelolaan Hutan. 
Lokasi hutan yang diberikan ijin tersebut berada di 
sekitar Batu Ampar, yaitu di sekitar Sungai Limau 
sampai Sukamaju dan Pulau Panjang. Sekitar 
tahun 1971–1985 dikeluarkan ijin pemanfaatan 
hutan mangrove terutama untuk ekspor log kayu 
bakau (LPP Mangrove, 2002).
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Sumber ( ): Hasil olahan data primer ( ).Source Primary data, processed
Gambar 1. Kebijakan terkait pemanfaatan hutan mangrove untuk arang oleh masyarakat di Kecamatan 
Batu Ampar
Figure 1. The policy related to utilization of  mangrove forest for charcoal by community in Batu Ampar Sub-District
Pada perkembangan berikutnya, fungsi hutan 
mangrove tempat pengambilan kayu bakau 
sebagai bahan baku arang tersebut diubah menjadi 
Hutan Lindung berdasarkan Tata Guna Hutan 
Kesepakatan (TGHK) melalui Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/UM/10/ 
1982, diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat. 
Tahun 1999 dilakukan paduserasi RTRWP dan 
TGHK yang menjadi dasar terbitnya Surat 
Keputusan (SK) Nomor 259/Kpts-II/2000 
tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 
Kalimantan Barat. Berdasarkan perubahan fungsi 
kawasan tersebut, seluruh kegiatan terkait proses 
produksi arang oleh masyarakat di Kecamatan 
Batu Ampar tergolong ilegal karena bahan baku 
yang digunakan berasal dari Pulau Panjang yang 
berstatus hutan lindung. Hingga saat ini, SK 
Nomor 259/Kpts-II/2000 telah mengalami revisi 
dengan terbitnya SK Nomor 936/Kpts-II/2013 
dan SK Nomor 733/Kpts-II/2014. Perubahan ini 
terkait dengan usulan revisi Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, di 
antaranya meliputi perubahan peruntukan 
kawasan hutan yang berdampak penting dan 
cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS). Di 
Kecamatan Batu Ampar, kawasan yang 
mengalami perubahan fungsi dan peruntukan 
kawasan dari HL menjadi APL berdasarkan SK 
Nomor 936/Menhut-II/2013 adalah Kelompok 
Hutan (KH) Gunung Telok Air. Kemudian 
kawasan ini berubah kembali menjadi HL 
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor. 
733/Menhut-II/2014. Pada kawasan ini, terdapat 
pemukiman penduduk yang secara administrasi 
merupakan wilayah Dusun Telok Air dengan 
jumlah dapur arang yang beroperasi sekitar 80-an 
unit.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2002 
pasal 24 mengatur bahwa salah satu kriteria HL 
adalah kawasan hutan yang merupakan daerah 
perlindungan pantai. Berdasarkan pengamatan di 
lapangan, terdapat kawasan yang telah lama 
dimanfaatkan oleh masyarakat namun telah 
ditetapkan menjadi HL, seperti kawasan Pulau 
Panjang III dan Pulau Panjang IV, letaknya jauh 
dari kawasan pantai.
Tahun 1992, Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Barat pernah mengeluarkan Daftar 
Edaran Kayu untuk Industri Kecil (DEKIK) 
untuk mengatur pemanfaatan kayu bakau. Upaya 
ini kurang mendapat respon yang baik dari 
pengrajin arang dengan alasan harga arang belum 
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sepadan dengan biaya administrasi yang harus 
dikeluarkan. Pasca diterbitkannya SK Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 259/Kpts-
II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat 
seluas 9.178.760 ha, aktivitas pengambilan kayu 
mangrove di hutan lindung masih terus ber-
langsung sampai sekarang, bahkan semakin 
meluas, ditunjukkan oleh data jumlah dapur arang 
yang juga semakin bertambah, dari 90 unit pada 
tahun 2000 (LPP Mangrove, 2000) menjadi 264 
unit pada tahun 2012 (Disbunhuttamb, 2013). 
Berdasarkan data hasil observasi ke lokasi dapur 
arang di Desa Batu Ampar, jumlah dapur arang 
hingga tahun 2015 ini telah melebihi 400 unit.  
Sejalan dengan itu, kondisi tegakan mangrove 
pada hutan lindung yang semakin rusak telah 
mendorong masyarakat pengrajin arang 
melakukan pengambilan kayu mangrove di areal 
kerja PT. Kandelia Alam.
Pada tahun 1997, Departemen Kehutanan 
memulai proyek untuk mengembangkan 
pengelolaan tanaman hutan produksi oleh 
masyarakat di Batu Ampar. Proyek ini bekerja 
sama dengan LPP Mangrove atau Institute of  
Mangrove Research and Development (IMReD). Hasil 
studi kelayakan oleh IMReD menyimpulkan 
bahwa hutan mangrove di sekitar Batu Ampar 
layak untuk chip dan produksi arang. Untuk 
mendukung kegiatan ini, tahun 2000 dengan 
dukungan pemerintah, didirikan Koperasi Panter 
yang bertujuan membantu masyarakat pengrajin 
arang dan nelayan di Desa Batu Ampar dan 
sekitarnya.
Tahun 2001, Koperasi Panter memperoleh 
izin dalam bentuk hak pemungutan hasil hutan 
dari hutan mangrove seluas 300 ha untuk bahan 
baku arang selama 1 tahun. Di tahun yang sama, 
Pemerintah Kabupaten Pontianak memberikan 
hak pengelolaan kepada Koperasi Panter untuk 
memanfaatkan 6.000 ha hutan mangrove untuk 
produksi arang. Namun hal ini menemui kendala 
karena status kawasan mangrove yang ditunjuk 
sebagian berstatus hutan lindung (HL) dan 
sebagian lagi berstatus areal penggunaan lain 
(APL). Sebaran mangrove di kawasan APL ini 
termasuk dalam wilayah administrasi Desa Nipah 
Panjang dan Teluk Nibung. LPP Mangrove (2002) 
mengungkapkan bahwa potensi mangrove di 
kawasan Desa Nipah Panjang dan Teluk Nibung 
layak untuk memenuhi kebutuhan bahan baku 
arang oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar. 
Namun kenyataannya sangat sulit merealisasikan 
hal ini. Masyarakat Desa Batu Ampar tidak 
memiliki kapasitas terutama dari sisi kelembagaan 
dan pendanaan, di mana perubahan status 
kawasan harus mendapat persetujuan dari 
Kementerian Kehutanan, pemanfaatan hutan 
produksi 6.000 ha harus dilengkapi dengan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) yang membutuhkan sumber daya 
keuangan yang tidak sedikit (Prasetiamartati et al., 
2008).
Terbitnya PP 6/2007 jo PP 3/2008 dan Per-
menhut P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-
II/2008 yang kemudian diganti dengan 
Permenhut P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/ 
Menhut-II/2013 memberi peluang bagi legalitas 
usaha pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan 
baku arang oleh masyarakat, salah satunya melalui 
program HTR. Pada akhir tahun 2013, pemerin-
tah daerah melalui Bupati Kubu Raya mengajukan 
pencadangan areal HTR di kawasan mangrove di 
Kecamatan Batu Ampar ke Menteri Kehutanan. 
Lokasi yang diajukan berada di kawasan hutan 
produksi Kelompok Hutan Gunung Terjun – 
Sungai Radak dan Kelompok Hutan Sungai 
Bumbun. Pengajuan pencadangan ini ternyata 
belum dikabulkan oleh pihak Kementerian 
Kehutanan dengan alasan bahwa Kabupaten 
Kubu Raya telah memiliki pencadangan areal 
HTR sebelumnya seluas 4.970,00 ha berdasarkan 
SK 524/Menhut-II/2010 tanggal 27 September 
2010. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diminta 
agar terlebih dahulu merealisasikan HTR pada 
areal yang telah dicadangkan tersebut. Permasa-
lahannya adalah areal pencadangan ini berada 
pada kawasan hutan daratan, bukan kawasan 
mangrove dan termasuk dalam wilayah kecamatan 
lain, yaitu Kecamatan Kubu. Pada konteks ini, 
pemerintah dinilai kurang adil dalam memberi 
kesempatan kepada masyarakat untuk meman-
faatkan peluang pemanfaatan sumber daya hutan 
sesuai skema yang ada. Hal ini karena alasan 
penolakan usulan pencadangan areal HTR 
mangrove tidak berkaitan langsung dengan 
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substansi permasalahan pemanfaatan mangrove 
di Kecamatan Batu Ampar. Akibatnya, peman-
faatan mangrove untuk arang dengan bahan baku 
yang berasal dari hutan lindung di P. Panjang dan 
sekitarnya masih terus berlangsung hingga 
sekarang. Pemerintah terutama pemerintah 
daerah dan institusi berwenang lainnya pun tidak 
mampu berbuat banyak dan cenderung melaku-
kan pembiaran terhadap praktek ilegal ini.
Berdasarkan uraian di atas, kebijakan  terkait 
penunjukan status dan fungsi kawasan hutan 
lindung pada kawasan hutan mangrove yang 
dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku arang 
oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar 
selama ini dinilai tidak mempertimbangkan aspek 
historis dan potensi kawasan sebagai salah satu 
sumber mata pencaharian penting bagi masya-
rakat, khususnya pengrajin arang di Desa Batu 
Ampar. Di sisi lain, terkait belum adanya per-
setujuan atas usulan pencadangan areal HTR di 
Kecamatan Batu Ampar, pemerintah juga dinilai 
tidak melihat persoalan secara nyata di lapangan. 
Sementara usulan pencadangan areal HTR 
tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kubu Raya merupakan bagian dari upaya untuk 
menyelesaikan konflik pemanfaatan mangrove 
untuk arang di Kecamatan Batu Ampar yang 
bahan bakunya berasal dari kawasan yang saat ini 
berstatus HL.
A. Analisis Implementasi Kebijakan HTR 
terkait Pemanfaatan Mangrove untuk 
Arang oleh Masyarakat
1.  Isi peraturan 
Peluang pemanfaatan hasil hutan kayu oleh 
masyarakat melalui pola HTR diatur dalam PP 
Nomor 6 tahun 2007 yang kemudian diatur lebih 
lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan 
(Permenhut) Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo 
P.5/Menhut-II/2008 dan kemudian diganti 
dengan Permenhut Nomor P.55/ Menhut-II/ 
2011 jo P.31/Menhut-II/2013. Opsi pengusahaan 
HTR mangrove ditegaskan dalam Permenhut 
P.55/Menhut-II/2011 jo P.31/ Menhut-II/2013 
pasal 4, bahwa “Dalam hal terdapat tegakan 
mangrove pada areal yang dicadangkan sebagai 
areal pencadangan HTR, areal mangrove tersebut 
dapat dikembangkan sebagai kegiatan usaha 
HTR”.  Peraturan ini menjadi dasar hukum yang 
dapat digunakan untuk pemanfaatan hasil hutan 
mangrove sebagai bahan baku arang oleh 
masyarakat.
Beberapa peraturan perundangan lainnya 
juga mengatur beberapa aspek terkait kebijakan 
HTR di antaranya: (1) Permenhut P.3/Menhut-
II/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR; (2) 
Permenhut P.9/Menhut-II/2008 tentang 
Persyaratan Kelompok Tani untuk Mendapatkan 
Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR; 3) 
Permenhut P.64/Menhut-II/2009 tentang 
Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dan HTR; dan (4) Permenhut 
P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi 
yang dapat memperoleh fasilitas kredit/ 
pembiayaan dengan penjaminan.
Aturan terkait mekanisme pengajuan pen-
cadangan areal HTR sebelumnya pada Permenhut 
P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-II/2008 
dinil ai masih melalui proses yang panjang.  
Nugroho (2006) dalam Herawati (2011) 
menguraikan mekanisme pencadangan areal HTR 
mela lu i  29 proses  dan mel ibatkan 9  
organisasi/lembaga. Pada Permenhut P.55/ 
Menhut-II/2011 jo P.31/Menhut-II/2013, orga-
nisasi/lembaga yang terlibat dalam mekanisme 
pengajuan HTR berubah menjadi 8 organisasi/ 
lembaga.
Perangkat peraturan tentang HTR telah 
cukup mengatur berbagai aspek tentang per-
syaratan dan mekanisme pencadangan areal HTR 
dan perijinan dalam bentuk Izin Usaha Peman-
faatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)-HTR, hak 
dan kewajiban, serta larangan dan sanksi. Namun, 
peraturan lainnya tentang penunjukkan status dan 
fungsi kawasan hutan yang dimanfaatkan saat ini 
oleh masyarakat pengrajin arang, dinilai masih 
menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan 
HTR untuk pemanfaatan mangrove sebagai 
bahan baku arang oleh masyarakat di Batu Ampar.
Berdasarkan potensi dan aspek historis 
kawasan, ada dua skenario HTR yang dapat 
diterapkan pada hutan mangrove Batu Ampar. 
Pertama, mendorong pemerintah untuk mengubah 
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status dan fungsi kawasan HL menjadi HP 
sehingga masyarakat tetap dapat memanfaatkan 
kawasan tersebut sebagai sumber bahan baku 
arang. Sebaran mangrove yang dialokasikan pada 
skenario ini adalah kawasan hutan mangrove di 
sekitar Desa Batu Ampar, yaitu: HL di kawasan 
hutan Pulau Panjang III dan Pulau Panjang IV 
(4.926 ha); HL di kawasan hutan S. Lebak – S. 
Kerawang (5.442 ha); dan HL di kawasan hutan 
Padu Empat–S. Kerawang (983 ha). Hutan 
mangrove di ketiga kawasan ini merupakan 
sumber bahan baku arang bagi pengrajin arang di 
Desa Batu Ampar. Kedua, mendorong masyarakat 
untuk memanfaatkan kawasan HP sesuai SK 
Menhut Nomor 733/Menhut-II/2014. Sebaran 
mangrove yang dialokasikan pada skenario ini 
adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) di 
kawasan hutan. S. Kubu - Munggulinang seluas 
1.330 ha di Kecamatan Kubu dan HPT di kawasan 
hutan. S. Bumbun 1.548 ha di Kecamatan Batu 
Ampar. Kendala utama pada skenario kedua ini 
adalah jarak kedua kawasan ke lokasi dapur arang 
relatif  sangat jauh sehingga akan berdampak pada 
tingginya biaya operasional. Oleh karenanya, 
skenario terpilih yang dinilai efektif  untuk 
mendukung pemanfaatan mangrove sebagai 
bahan baku arang melalui skema HTR di 
Kecamatan Batu Ampar adalah skenario pertama.
Terdapat sejumlah persyaratan untuk 
merealisasikan skenario pertama, yaitu perubahan 
peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus 
sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan 
pemerintah (PP Nomor 10 tahun 2010) dan per-
aturan menteri (Permenhut Nomor 34/Menhut-
II/2010 serta memerhatikan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional. Selain itu, perubahan status 
fungsi kawasan perlu mendapat rekomendasi dari 
pemerintah provinsi dan kabupaten serta harus 
didasarkan atas pengkajian secara terpadu oleh tim 
terpadu.
2.  Tingkat pengetahuan terhadap peraturan
Analisis terhadap hambatan implementasi 
kebijakan terkait faktor informasi dinilai dari 
tingkat pengetahuan aparat pemerintah sebagai 
pihak pelaksana dan masyarakat pengrajin arang 
sebagai kelompok sasaran terhadap peraturan 
tentang HTR. Hasil wawancara dengan pihak 
pelaksana yaitu Dinas Perkebunan, Kehutanan 
dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya 
menunjukkan bahwa mereka mengetahui dengan 
baik persyaratan dan mekanisme perijinan HTR; 
tugas, hak dan kewajiban peserta HTR; serta 
larangan dan sanksinya. IUPHHK pada HTR 
merupakan alternatif  pemanfaatan yang dapat 
diterapkan sebagai solusi permasalahan peman-
faatan hutan mangrove untuk arang oleh masya-
rakat di Desa Batu Ampar. Pemanfaatan dilakukan 
melalui pola HTR mangrove. Demikian pula Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Dinas 
Kehutanan Provinsi, keduanya mengungkapkan 
bahwa pola HTR dapat diterapkan karena 
didukung oleh perangkat aturan yang jelas (Tabel 
1). Tingkat pengetahuan masyarakat sebagai 
kelompok sasaran program HTR tergolong 
kurang (Tabel 2). Sebagian besar masyarakat 
pengrajin arang di Desa Batu Ampar belum 
mengetahui adanya aturan tentang HTR yang 
dapat digunakan untuk pemanfaatan mangrove 
sebagai bahan baku arang oleh masyarakat.
Kurangnya pengetahuan masyarakat peng-
rajin arang terhadap aturan HTR tersebut 
disebabkan belum adanya sosialiasi dari 
pemerintah atau dinas terkait. Sosialisasi tentang 
HTR mangrove belum dilakukan karena alasan 
tidak adanya dana. Selain itu, peraturan tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
(RTRWK) Kubu Raya yang belum juga disahkan. 
RTRW di tingkat Kabupaten masih belum tuntas 
karena sejumlah permasalahan terkait konflik 
lahan, seperti pemukiman dan tambak dalam 
kawasan hutan lindung.
3.  Dukungan masyarakat
Hoogerwerf  (1983) menyatakan bahwa 
kurangnya dukungan terhadap kebijakan dapat 
terlihat dari para objek kebijakan yang kurang 
bersedia untuk bekerja sama pada tahap 
implementasi. Dukungan masyarakat terhadap 
implementasi kebijakan HTR mangrove di 
Kecamatan Batu Ampar dinilai belum ada. Bentuk 
dukungan yang dimaksud adalah kesediaan untuk 
memahami dan mematuhi peraturan serta bekerja 
sama dalam memanfaatkan skema yang ada.
Dukungan masyarakat ini dipengaruhi oleh 
rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) 
Hambatan Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Batu Ampar, Provinsi Kalimantan Barat
(Ritabulan, Sambas Basuni, Nyoto Santoso & M. Bismark)
80
Tabel 1. Tingkat pengetahuan aparat pemerintah terhadap peraturan pemanfaatan hasil hutan kayu 
untuk arang melalui skema HTR
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Sumber (Source): Hasil olahan data primer (Primary data, processed).
Tabel 2. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk 
arang melalui skema HTR
Table 2. The community knowledge level on the regulations of  wood utilization for charcoal through HTR scheme
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Sumber (Source): Hasil olahan data primer (Primary data, processed).
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pengrajin arang dan tidak adanya pemberian 
sanksi bagi pelaku praktek pemanfaatan mang-
rove untuk arang yang tidak mengantongi ijin. 
Masyarakat pengrajin arang di Desa Batu Ampar 
umumnya berlatar pendidikan SD dan SLTP. 
Kondisi ini menyebabkan minimnya pengetahuan 
dan kesadaran untuk mematuhi peraturan. Jumlah 
sekolah di Desa Batu Ampar saat ini terdiri dari 8 
unit Sekolah Dasar (SD), 2 unit Sekolah lanjutan 
Tingkat Pertama (SLTP) dan 1 unit Sekolah 
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) (BPS Kabupaten 
Kubu Raya, 2014). Informan mengungkapkan:
“…pendidikan pengrajin sebagian besar SD…ada 
pula SMP…di sini SMA baru ada satu, banyak 
anak-anak kalau hendak lanjut memilih pindah ke 
kota…lainnya putus sekolah karena tak ada 
biaya…” (Wawancara pengrajin arang, 2015).
Selain itu, ketiadaan pemberian sanksi tegas 
bagi pelaku praktek ilegal pemanfaatan hutan 
mangrove untuk arang menyebabkan masyarakat 
mengabaikan peraturan dan peluang pemanfaatan 
yang ada. Masyarakat tetap memilih pola 
pemanfaatan yang mengakses hutan mangrove 
secara bebas tanpa perlu mengurus ijin peman-
faatan. Seluruh proses produksi arang, mulai dari 
pengadaan bahan baku, hingga pengemasan 
bahkan dilakukan secara terbuka.
Terkait usulan pencadangan areal HTR 
mangrove di Kecamatan Batu Ampar oleh 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 
2013, pengrajin berpendapat bahwa lokasi hutan 
produksi yang diusulkan untuk pencadangan areal 
HTR mangrove tersebut menjadi kendala bagi 
pengrajin karena letaknya jauh dari lokasi dapur 
arang. Kondisi ini akan berimplikasi pada 
tingginya biaya operasional (pengangkutan bahan 
baku). 
“… lokasi yang diusulkan itu jauh dari 
pemukiman kami, jauh dari dapur kami…kami 
hanya menggunakan  macam itu…kalau klotok
menggunakan bahan bakar banyak, kami tak 
sanggup… biayanya mahal…” (Wawancara 
pengrajin arang, 2015).
Berdasarkan uraian di atas, usulan lokasi 
pencadangan areal HTR pada hutan produksi 
hendaknya juga memasukkan pertimbangan 
teknis berupa implikasi biaya operasional yang 
sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Pembagian wewenang dan anggung  t
jawab
Marse  Hoogerwerf  (1983) menyatakan dalam
bahwa pembagian wewenang dan tanggung jawab 
berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewe-
nang organisasi pelaksana, aspek ini dapat 
mengakibatkan gagalnya implementasi kebijakan 
karena kurang jelasnya aktor yang terlibat dalam 
melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah 
memiliki pengaruh secara langsung atas kebijakan 
terhadap masyarakat (Mackres, et al., 2011). 
Herawati, et al. (2010) menyatakan bahwa dinas 
kehutanan baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten adalah pihak yang memiliki tingkat 
kepentingan dan pengaruh yang tinggi sehingga 
harus berperan aktif  dalam setiap proses dan 
implementasi kebijakan HTR di daerah.
Faktor pembagian wewenang dan tanggung 
jawab dalam implementasi kebijakan HTR dilihat 
dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. 
Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas 
dan fungsinya, BPKH Wilayah III Pontianak dan 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 
belum melaksanakan tugas dan fungsi terkait 
pemanfaatan hutan mangrove sebagai bahan baku 
arang oleh masyarakat (Tabel 3).
Implementasi kebijakan pemanfaatan hasil 
hutan kayu melalui skema HTR di kawasan hutan 
mangrove di Kecamatan Batu Ampar juga 
terkendala penataan batas kawasan hutan yang 
belum tuntas dilakukan. Pihak BPKH menyata-
kan hal ini disebabkan kurangnya dukungan dana 
dan tenaga di lapangan.
Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertam-
bangan Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak 
pelaksana di lapangan juga belum melaksanakan 
sebagian besar tugas dan fungsinya. Salah satu 
tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh 
instansi ini adalah membuat pertimbangan teknis 
terhadap areal yang diusulkan untuk pencadangan 
areal HTR pada tahun 2013.
Wewenang dan tanggung jawab masing-
masing instansi telah jelas diatur sebagaimana 
tercantum dalam PP Nomor 38 tahun 2007 dan 
Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2011. Meski 
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Tabel 3. Pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait pemanfaatan hasil hutan kayu untuk arang melalui 
skema HTR
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- Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan (Permenhut P.13/Menhut -
II/2011). 
(Implement the inauguration of  forest area (Forestry Ministry Regulation 
P.13/Menhut-II/2011)). 
- Berkoordinasi dengan Kepala UPT melakukan verifikasi atas persyaratan 
administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon dan menyampaikan hasil 
verifikasi ke Bupati/Walikota (Permenhut P.55/Menhut -II/2011 pasal 13 
dan 14). 
(Coordinate with the Head of  Unit to verify the administrative requirements and 
sketch/map of  the requested area and convey the results of the verification to the Head 
























- Pertimbangan teknis kepada Menteri untuk pemberian IUPHHK pada 
HP (PP 38/2007) 
(Technical considerations to the Minister for giving IUPHHK in Protected Forest 
(Government Regulation 38/2007)). 
- Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di 
dalam dan di sekitar hutan (PP 38/2007). 
(Monitoring, evaluation and facilitating the empowerment of  local communities in and 

























of  Kubu Raya 
Regency) 
- Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta 
kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di seki tar kawasan hutan 
(PP 38/2007). 
(Community guidance, institutional and bussiness development, and partnership in the 
local community in and around forest areas (Government Regulation 38/2007)). 
- Membuat pertimbangan teknis terhadap areal yang diusulkan untuk 
pencadangan areal HTR (pasal 2 ayat (3) Permenhut P.55/Menhut -
II/2011). 
(Make technical considerations for the proposes area for the reserve area of  HTR 
(article 2 paragraph (3) of  Regulation P.55/Menhut-II/2011)). 
- Melaksanakan seleksi dan pengusulan pendamping bersama dengan UPT 
(Pasal 20 ayat (3) Permenhut P.55/Menhut -II/2011 ). 
(Implement the selection and nomination of  a companion along with Technical 
Implementatioin Unit (Article 20 paragraph (3) of  Forest Ministry Regulation 
P.55/Menhut-II/2011)). 
- Melaksanakan pembinaan IUPHHK-HTR (pasal 24 ayat (2) Permenhut 
P.55/Menhut -II/2011). 
(Implement coaching about IUPHHK-HTR (article 24 paragraph (2) of  Forest 
Ministry Regulation P.55/Menhut-II/2011)). 
- Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan HTR, dan 
melaporkan kepada Dirrektur Jenderal setiap 3 bulan (pasal 24 ayat (3) 
Permenhut P.55/Menhut -II/2011). 
(To control the implementation of  HTR development, and report to the Director-
















































Sumber (Source): Hasil olahan data primer (Primary data, processed).
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sebagian besar tugas dan fungsi ini belum dilaksa-
nakan, namun upaya pengajuan pen-cadangan 
areal HTR mangrove yang pernah dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian 
terhadap permasalahan pemanfaatan mangrove 
sebagai bahan baku arang oleh masyarakat di 
Kecamatan Batu Ampar.
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Upaya legalisasi pengelolaan hutan mangrove 
dan usaha arang bakau oleh masyarakat pernah 
beberapa kali dilakukan. Pengelolaan hutan 
mangrove di Batu Ampar pernah memperoleh ijin 
pengelolaan hutan mangrove dan kepemilikan 
dapur arang serta hak pemungutan hasil hutan. 
Kebijakan penunjukan status dan fungsi 
kawasan HL pada kawasan hutan mangrove yang 
dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku arang 
oleh masyarakat di Kecamatan Batu Ampar dinilai 
tidak melihat persoalan secara nyata di lapangan 
serta tidak mempertimbangkan aspek historis dan 
potensi kawasan sebagai salah satu sumber mata 
pencaharian penting bagi masyarakat di Batu 
Ampar.
Skenario yang terpilih untuk mendukung 
implementasi kebijakan HTR pada pemanfaatan 
mangrove sebagai bahan baku arang di Batu 
Ampar adalah mendorong pemerintah untuk 
melakukan perubahan status dan fungsi kawasan 
HL menjadi HP sehingga tetap dapat dimanfaat-
kan oleh masyarakat.
Hambatan implementasi kebijakan HTR 
pada pemanfaatan mangrove sebagai bahan baku 
arang terutama disebabkan oleh: (1) kawasan yang 
potensial untuk pemanfaatan mangrove sebagai 
bahan baku arang bagi masyarakat masih ter-
kendala dengan status dan fungsi kawasan sebagai 
HL; (2) kurangnya pengetahuan masyarakat 
pengrajin arang terhadap isi peraturan akibat tidak 
adanya sosialisasi; (3) rendahnya kapasitas SDM 
masyarakat pengrajin arang dan tidak adanya 
pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku 
pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa ijin; serta (4) 
sebagian besar tugas dan fungsi instansi 
pemerintah terkait belum dilaksanakan.
B.  Saran
Skema HTR merupakan salah satu solusi 
untuk mengendalikan laju kerusakan hutan 
mangrove akibat pemanfaatan mangrove sebagai 
bahan baku arang dari kawasan HL oleh 
masyarakat di Batu Ampar. Berdasarkan temuan 
dalam penelitian ini, disarankan beberapa hal 
berikut.
1.  Pemerintah perlu mempertimbangkan peru-
bahan status dan fungsi kawasan HL di 
kawasan hutan Pulau Panjang III dan Pulau 
Panjang IV; kawasan hutan S. Lebak–S. 
Kerawang; dan kawasan hutan Padu Empat–S. 
Kerawang sebagai kawasan yang memiliki 
potensi sumber bahan baku arang dan sesuai 
dengan kapasitas masyarakat pengrajin arang 
di Kecamatan Batu Ampar.
2. Perlu upaya sosialisasi tentang aturan dan 
peluang pemanfaatan hasil hutan kayu untuk 
arang melalui skema HTR pada hutan 
produksi yang mendukung pemanfaatan 
mangrove oleh masyarakat secara berkelan-
jutan.
3.  Perlu upaya peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas pengrajin arang, penegakan hukum 
dan pendampingan dari pemerintah atau 
lembaga terkait untuk meningkatkan faktor 
dukungan masyarakat terhadap implementasi 
kebijakan. 
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